BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan oleh peneliti yang didasarkan

pada fokus penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan di
Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
telah berjalan efektif. Dilihat dari sasaran program telah sesuai dengan
data yang tervalidasi dalam BDT dan dilaksanakan sesuai pedoman
yang berlaku, tujuan dalam jangka pendek tercapai untuk mengurangi
beban ekonomi, biaya pendidikan dan kesehatan. Kegiatan dalam P2K2
(Pertemuan Peningkatan Kemampuan Ekonomi) telah dilaksanakan
dengan baik oleh pendamping dan penerima bantuan baik untuk
kegiatan sosialisasi maupun monitoring, serta memenuhi komitmen
kehadirannya selaku penerima bantuan..

Kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
yaitu antara lain: dari sisi pelaksana meliputi keterlambatan pencairan
dana dan tidak cairnya dana; sedangkan dari sisi penerima yaitu hilang
dan kerusakan kartu ATM, rendahnya partisipasi kehadiran dalam
P2K2 serta masih banyaknya penerima yang menganggap dirinya selalu
miskin.

Dampak Ekonomi dari pemberian bantuan sosial Program Keluarga

Harapan di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten
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Tulungagung berupa perubahan kondisi ekonomi keluarga yaitu
meningkatnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga
jauh lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatnya pendapatan

keluarga dari penggunaan sebagian bantuan untuk modal usaha.

B. Saran

1. Bagi pelaksana, Program Keluarga Harapan harus terus di evaluasi
dan dimonitoring secara berkelanjutan serta tanggap dalam
menindaklanjuti beragam keluhan maupun kendala-kendala dalam
pelaksanaan program, sehingga program dapat berjalan secara
berkelanjutan dengan efektif dan sesuai tujuan yang telah diatur dalam
peraturan dan pedoman pelaksanaan. Selain itu, hendakanya bantuan
sosial Program Keluarga Harapan bukan hanya sekedar bantuan yang
diterima untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun
untuk membantu beban ekonomi, tetapi dapat membantu dalam
peningkatan sumber pendapatan masyarakat dengan menciptakan
lapangan usaha diantara anggota penerima Program Keluarga
Harapan.

2. Bagi pemerintah desa terkait data penduduk miskin, pemerintah desa
harus selektif dan memberikan data yang sebenar-benarnya terkait
masyarakat yang termasuk dalam masyarakat miskin yang
membutuhkan  bantuan  pemerintah, sehingga tidak timbul
ketidaktepatan sasaran program serta peruntukan bantuannya.

3. Bagi penerima Program Keluarga Harapan, hendaknya

bertanggungjawab terhadap bantuan yang diterima dan dimanfaatkan
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sesuai dengan peruntukannya serta komitmen terhadap kewajiban
yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi penerima Program
Keluarga Harapan.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi untuk
mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan dan dampak pemberian
bantuan sosial Program Keluarga Harapan, sehingga dapat

memberikan manfaat secara akademis.



